BUPATI SIMALUNGUN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR %4 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN J
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS KABUPATEN SIMALUNGUN

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2022 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

_bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 59

Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan dan dalam rangka pencapaian
indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable
Development Goals (SDGs) Kabupaten Simalungun, perlu
disusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (TPB) Sustainable Development Goals (SDGs)
Kabupaten Simalungun Tahun 2022-2026;

.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals Kabupaten
Simalungun Tahun 2022 - 2026;

.Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);




4.

10.

i1

12,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang
Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan
Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D
Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Simalungun Tahun 2019 Nomor 3);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021 Nomor 4);

14. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 25 Tahun 2016 tentang
Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Pada Organisasi Badan-
Badan, Inspektorat Kabupaten dan Administrator Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Kabupaten Simalungun
(Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor
285) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Bupati Simalungun Nomor 43 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor
25 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja
Pada Organisasi Badan-Badan, Inspektorat Kabupaten, KORPS
Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan Administrator
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Kabupaten
Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun
2019 Nomor 414);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN
2022-2026.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

I.
2.

$

Daerah adalah Kabupaten Simalungun.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Simalungun.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Simalungun.

Pembangunan  Daerah  adalah  penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan di Kabupaten Simalungun.

Rencana Aksi Daerah  (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(TPB)/ Sustainable  Development Goals (SDGs) yang berisikan Target
TPB/SDGs, Indikator TPB/SDGs, program, Kkegiatan dan indikator
kegiatan yang akan dicapai Kabupaten Simalungun.

Organisasi non pemerintah adalah organisasi non pemerintah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Simalungun.




BAB II
RENCANA AKSI DAERAH TPB/SDGs

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs merupakan dokumen perencanaan sebagai
pedoman dalam wupaya percepatan pencapaian target Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan / Sustainable Development Goals dalam mendukung pelaksanaan
pembangunan daerah Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026 dalam bentuk
program, kegiatan dan indikator kegiatan.

Pasal 3

Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs menjadi pedoman perangkat daerah untuk
menyusun rencana Kkerja dan menjadi acuan Pemerintah Kabupaten
Simalungun dalam upaya  pencapaian target Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan / Sustainable Development Goals.

BAB 111
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 5

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  melakukan pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs.

(2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah
TPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENDANAAN
Pasal 6

Pendanaan dalam upaya percepatan pencapaian target Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan / Sustainable Development Goals dalam mendukung pelaksanaan
pembangunan daerah pada Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026 bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 20 Februari 2023

BUPATI SIMALUNGUN,
ttd

RADIAPOH HASIHOLAN SINAGA

Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanggal 20 Tebruor 2023

ETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,




